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[bookmark: _Toc132062276] 1.1 Latar Belakang Penelitian 
 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah satu negara di dunia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya alam, namun kehidupan masyarakatnya masih memprihatinkan, masih banyak warga miskin yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Indonesia memiliki masalah kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial masyarakat, pemerintah berpedoman pada Masalah kemiskinan sangat kompleks dan terkait dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan masih menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang
 Kemiskinan dibagi menjadi dua model sesuai dengan faktor peneyebab dari kemiskinan. Pertama, Kemiskinan Struktural, yaitu kemiskinan yang yang disebabkan oleh akibat dari kebijakan yang disetujui pemerintah yang mmebuat orang miskin tidak berdaya untuk mengubah hidup mereka. Mereka hidup dalam kemiskinan yang berkelanjutan. Sementara, Kemiskinan Kultural merupakan kemiskinan yang hadir, karena faktor internal dari masyarakat miskin yang menjadi kebiasaan untuk tidak selalu tidak sadar diri, sehingga banyak program dan pemberdayaan yang gagal memberikan dampak yang signifikan terhadap  kehidupan.  
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Data tingkat kemiskinan dari Badan Statistik Pusat Kota Cirebon sebesar 9,82 persen. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Cirebon pada tahun 2022 mencapai 31,47 ribu orang (9,82 persen), menurun sebesar 0,51 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2021yang sebesar 31,98 ribu orang (10,03). Garsi kemiskinan Kota Cirebon pada tahun 2022 sebesar Rp 485.613 - per kapita per bulan dan pada tahun 2021 sebesar Rp 467.248,-. Selama periode 2021 hingga 2022 terjadi kenaikanan garis kemiskinan sebesar Rp 18.365,- per kapita per bulan atau naik 3,9 persen. 
 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Cirebon terjadi penurunan dari 2,22 pada tahun 2021 menjadi 1,34 pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa jarak pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat. 
 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Cirebon terjadi kenaikan dari 0,68 pada tahun 2021 menjadi 0,30 pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil.
 Penanganan masalah sosial yang tidak kunjung selesai dan tidak terintegrasi membuat masalah sosial semakin kompleks. Salah satu masalah sosial yang masih tinggi dan negatif adalah masalah sosial gelandangan dan pengemis. Istilah gelandangan dan pengemis banyak dijumpai dalam singkatan gepeng. Kemiskinan yang terus menimpa gepeng sudah menjadi tradisi yang tidak baik untuk diwariskan kepada anak-anak mereka nanti. Alasan keterbatasan ekonomi keluarga para


gelandangan dan pengemis bersedia melakukan apapun demi mendapatkan uang, meskipun dengan cara yang tidak tepat, 
 Gelandangan adalah orang yang hidup dalam kondisi yang bertentangan dengan kondisi kehidupan yang layak dari masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan bekerja di daerah tertentu, serta berpindah tempat. Pengemis adalah orang yang mencari nafkah dengen mengemis di depan umum dengan berbagai cara dan dengan alas an mencari belas kasihan orang lain. Gelandangan dan Pengemis adalah pekerjaan yang kurang baik, namun permasalahan perekonomian yang kurang baik membuat tdiak ada pilihan lai, ditambah tidak ada keahlian lain untuk bekerja.
 Fenomena sosial gelandangan dan pengemis mereka melakukannya dengan banyak cara, seperti : berpura-pura cacat, meminta-minta dengan membawa balita, membersihkan kaca mobil yang sedang berhenti, mengamen dengan alat music, merampok dan lain-lain. Mereka sering berkeliaran di lampu merah, di perempatan jalan, pusat kota, pemukiman warga serta bertindak tidak sewajarnya. 
 Hal-hal yang dapat membuat ketidaknyamanan masyarakat dengan adanya gepeng dan aktivitas yang dilakukan gepeng menjadi program yang serius dan harus segera diselesaikan dengan cepat. Munculnya gepeng di tengah-tengah masyarakat tentu didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya gepeng merupakan suatu kajian yang kuat untuk penanggulangan gepeng, sehingga dapat menghadirkan model penanggulangan atau penanganan yang tepat dalam bentuk model pencerahan untuk menanggulangi dengan semakin meningkatnya jumlah gepeng. 
 Masalah gelandangan dan pengemis telah menjadi masalah jaminan sosial nasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jaminan Sosial yang memberikan ruang bagi penyelenggaran kesejahteraan, termasuk gelandangan dan pengemis (Yuzrizal dan Asmara, 2020).
 Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dimaksud dengan gelandangan dan pengemis tersebut adalah sebagai berikut : 
“Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam kedaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan hidup mengembara di tempat umum, sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alas an untuk mengharaplan belas kasihan dari orang lain”.

Pembinaan gelandangan dan pemgemis merupakan salah satu cara memandang bahwa semua masyarakat tidak terkecuali gelandangan ataupun pengemis yang di bina oleh pemerintah daerah dimana di dalamnya terdapat dasar-dasar seperti keadilan dan ketertiban untuk semua masyarakat negara Indonesia yang merupakan nilai-nilai pancasila dan UUD. Maka, sangat perlu sebuah tindakan yang lebih nyata dalam penyelesaian masalah kenteraman dan ketertiban ini yaitu dengan melakukan pembinaan kepada pengemis, agar gelandangan dan pengemis

yang dibina dapat hidup lebih baik dan bergabung menjadi warga Kota Cirebon yang bermatabat.
Pada kenyataannya, pelaksanaan penindakan gelandangan dan pengemis di Kota Cirebon melalui instansi terkait yaitu Dinas Sosial dalam pelaksanaannya belum bisa menyelesaikan permasalahan pengemis dan gelandangan di Kota  Cirebon. Beberapa kegiatan telah dilakukan seperti razia bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap keberadaan para pengemis dan gelandangan dengan harapan dapat memberikan kesadaran bagi mereka, tetapi setelah dilakukan penjaringan dan pembinaan awal dari Dinsos Kota Cirebon dan Satuan Polisi Pamong Praja terlihat masih banyak pengemis dan gelandangan yang kembali ke jalan raya dan melakukan aktivitas meminta ditempat umum.
Pada praktiknya terdapat beragam strategi yang dilakukan dalam menanggulangi atau menangani masalah sosial gelandangan dan pengemis ini dilakukan bertujuan untuk meredam meluasnya pengaruh akibat gelandangan dan pengemis serta mewujudkan tatanan masyarakat yang tidak mewariskan kondisi ini kepada generasi penerusnya. Salah satu strategi nya, yaitu Strategi Preventif merupakan usaha yang terorganisir untuk melakukan pencegahan. Mencegah terjadinya fenomena gelandangan dan pengemis, karena keadaan penghidupan yang sulit serta mencegah perluasan pengaruh gelandangan dan pengemis. 
Strategi ini dapat dilakukan dengan upaya penyuluhan, bimbingan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan kepada pihak yang berhubungan dengan fenomena gelandangan dan pengemis. Di salah satu upayanya terdapat pemberian bantuan, yaitu dengan memberikan modal usaha kepada gelandangan dan pengemis dengan harapan mereka tidak lagi menjadi gelandangan dan pengemis. 

[bookmark: _Toc130982498]Tabel 1.1 Data Gelandangan dan Pengemis di Kota Cirebon Tahun 2022

	NO
	KELURAHAN
	KECAMATAN
	JUMLAH

	1
	KECAPI
	HARJAMUKTI
	1

	2
	PEGAMBIRAN
	LEMAHWUNGKUK
	24


     Sumber : Dinas Sosial Kota Cirebon, 2022
Tetapi dari observasi yang dilakukan masih banyak pengemis dan gelandangan yang telah dibina masih kembali ke jalanan untuk hidup sebagai gelandangan dan pengemis. Dari data yang didapatkan peneliti menemukan beberapa fenomena mengenai pembinaan pengemis dan gelandangan di Kota Cirebon, antara lain : 
1. Belum efektifnya pembinaan meliputi : pengarahan, pembimbingan dan peningkatan kemampuan yang laksanakan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon dengan tujuan mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan hal ini dapat dilihat pada data yang didapatkan bahwa jumlah pengemis dari tahun ketahun semakin meningkat. 
2. Masih banyak pengemis dan gelandangan yang terjaring razia oleh tim gabungan Kota Cirebon belum dapat mengikuti pembinaan oleh Dinas Sosial, sehingga masih banyaknya pengemis dan gelandangan yang tertanggkap dapat kembali lagi kejalan.
3.	Banyaknya pengemis dan gelandangan yang masih melakukan aksi meminta-minta dan memanfaatkan fasilitas umum untuk tempat tinggal seperti di persimpangan lampu merah, trotoar jalan, dan tempat seharusnya mereka tidak boleh ada disana dan melakukan aksi meminta-minta. 
4.	Belum maksimalnya pembinaan pengemis dan gelandangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terlihat masih banyaknya Gepeng yang dibina oleh Dinas Sosial kembali lagi menjadi melakukan aksi hidup di jalanan mengemis dan menjadi gelandangan kembali.
Pentingnya pembinaan dari instansi pemerintah di daerah Kota Cirebon yang memiliki tugas dibidang sosial khususnya rehabilitasi pengemis dan gelandangan yang menjadi tugas dari Dinas Sosial Kota Cirebon, khususnya meminimalkan jumlah pengemis dan gelandangan dan akan menimbulkan kesadaran bagi pengemis dan gelandangan dalam kehidupan kedepannya serta diharapkan timbulnya kemandirian dari mereka yang dibina menjadi tujuan utama pembinaan itu sendiri.
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis di dalam pembuatan penelitian ini tertatik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya tentang “Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cirebon”.
[bookmark: _Toc132062277]     1.2 Rumusan Masalah
[bookmark: _Hlk137848967]Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah peneliti sebagai berikut : “Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cirebon” Belum Optimal.
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka peneliti dapat merumuskan masalah, yaitu : 
1. Bagaimana Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cirebon?
2. [bookmark: _Hlk130122523]Faktor-faktor penghambat dari Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cirebon?
3. [bookmark: _Hlk130122562]Upaya Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cirebon?


[bookmark: _Toc132062278][bookmark: _Toc132062279]     1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Penghambat Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui Upaya Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cirebon.

[bookmark: _Toc132062280]1.3.2 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik kegunaan secara teoritis dan praktis.

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis
Beberapa kegunaan secara teoritis dari penelitian ini sebagai berikut :
a. Pengembangan Keilmuan
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menegmbangkan keilmuan, khusunya Adminstrasi Publik.

b. Pengembangan Penanganan
Dengan penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pelaksanaan Pengawasan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Cirebon.



1.3.2.2 Kegunaan Praktis
Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian, yaitu sebagai berikut :
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cirebon oleh Dinas Sosial Kota Cirebon.
b. Bagi Pembaca
Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebaagi referensi Instansi lokal khususnya Dinas Sosial Kota Cirebon.
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